33
36

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum Bank
2.1.1 Pengertian Bank
        Dalam kegiatan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerma simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank dikenal juga sebagaitempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.
        Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bukunya Kasmir (2002:23) yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :


“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Menurut Pasal 1 Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bukunya Lukman Dendawijaya (200:14) yang berjudul Manajemen Perbankan :


“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”

        Menurut Pasal 1 Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bukunya Lukman Dendawijaya (200:14) yang berjudul Manajemen Perbankan

“Bank adalah badan usaha yang usaha utamanya menciptakan kredit”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.
2.1.2 Kegiatan- kegiatan Bank
        Menurut Kasmir (2002:23) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :
Kegiatan- kegiatan Bank pada umumnya yaitu :
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito.
2.  Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit
3.  Memberikan jasa –jasa bank lainnya seperti : transfer, inkaso, kliring, safe deposit box, bank card dan lain-lain.
2.1.3 Jenis-jenis Bank
        Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. 
         Menurut Dahlan Siamat (2005;47,48) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan ”, mengklasifikasikan jenis bank yang dapat dibedakan berdasarkan  :
1. Jenis bank menurut fungsinya, meliputi :
a. Bank Sentral;

b. Bank Umum; dan

c. Bank Perkreditan Rakyat.

2. Jenis bank menurut Kepemilikan, meliuti :

a. Bank Persero (Bank Pemerintah);

b. Bank Umum Swasta Nasional;

c. Bank Asing;

d. Bank Pemerintah Daerah;

e. Bank Campuran.

3. Jenis bank menurut sistem pengenaan bunga, meliputi :

a. Bank Konvensional;

b. Bank Syariah.

4. Jenis bank menurut  kegiatannya di bidang devisa, yaitu :

a. Bank devisa (foreign exchange bank);

b. Bank non devisa (non foreign exchange bank).

5. Jenis bank menurut Jenis Kantor, meliputi :

a. Kantor Pusat (Head office);

b. Kantor Cabang (Branch office);

c. Kantor Cabang Pembantu (Subbranch office);

d. Kantor Kas (Cash services offices);

e. Kantor Perwakilan (Representative office);

f. Kantor Wilayah (Regional office).
        Adapun penjelasan mengenai teori dari klasifikasi jenis-jenis bank adalah sebagai berikut : 

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

a. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memegang peranan di dalam pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap sektor perbankan.

Menurut Kasmir (2002;5) dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, menjelaskan tujuan dari bank sentral yaitu 
   “Tujuan utama Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.
        
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank.
b.    Bank Umum

      Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang terdapat dalam buku “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan)” yang ditulis oleh Dahlan Siamat (2005,276) menguraikan definisi bank umum sebagai berikut :

  “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
       

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan baik secara konvensional maupun syariah, serta melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil.
c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)


 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut UU No.10 tahun 1998 yang terdapat dalam buku Kasmir (2002,33,34) dengan judul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, menjelaskan bahwa :

“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum”.
Sesuai dengan pendapat di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyediakan berbagai fasilitas sama halnya dengan bank umum, tetapi kegiatan operasional di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak seluas dibandingkan dengan kegiatan yang ada di bank umum terutama dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Persero (Bank Pemerintah)
Bank persero atau juga sering disebut Bank BUMN, pada awalnya masing-masing didirikan dengan undang-undang tersendiri mengenai bidang tugas masing-masing bank. Dalam kegiatan operasionalnya, bank persero tetap tunduk pada undang-undang tentang perbankan.

Menurut Dahlan Siamat (2005;54) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, mengemukakan bahwa :

“Bank Persero, atau sering juga disebut bank pemerintah, adalah bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah”.

        
Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank persero merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Bank-bank yang termasuk ke dalam kelompok bank persero, antara lain :

a. Bank Negara Indonesia (BNI)

b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

c. Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank Umum Swasta Nasional


Menurut Dahlan Siamat (2005;55) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, menjelaskan bahwa :

“Bank umum swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia”.

        
Sesuai dengan pengertian di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa bank jenis ini, seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain :

a. Bank Muamalat

b. Bank Central Asia

c. Bank Danamon

d. Bank Bumi Putera

e. Bank Lippo

f. Bank Niaga

g. Bank Duta

h. Bank Nusa Internatsional

i. Bank Internasional Indonesia

j. Bank Universal
c. Bank Asing

Menurut Kasmir (2005;35) dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan”, menerangkan bahwa :

“Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.”

Bank asing merupakan bank milik negara di luar Indonesia yang membuka cabang di Indonesia. Pemberian pelayanan jasa-jasa dalam kegaiatan operasional bank asing pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan bank-bank umum swasta nasional, kecuali dalam hal pembatasan pembukaan kantor di wilayah tertentu di Indonesia. Selain itu, bank asing tidak diperkenankan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan.

Segmen usaha bank asing yang ditekuni terutama adalah segmen korporasi atau corporate banking. Ciri lain dari kegiatan bank asing ini adalah penyediaan jasa di bidang investment bank yang menawarkan jasa-jasa di pasar modal. Contoh bank asing, antara lain :

a. City Bank 

b. Hongkong and Shanghai Bank Corporation

c. American Express Bank

d. Bangkok Bank

e. Bank of Tokyo

d. Bank Pemerintah Daerah

Bank pemerintah daerah (BPD) merupakan bank-bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik akte pendirian maupun modalnya serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah daerah pula.

Menurut Dahlan Siamat (2005;54) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, menjelaskan bahwa :

“Bank-bank umum milik pemerintah daerah adalah Bank-bank Pembangunan Daerah yang  pendiriannya didasarkan pada Undang-undang No.13 tahun 1962. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, BPD-BDP tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya apakah menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut di atas”.
Pada dasarnya bank umum pemerintah dengan bank pemerintah daerah (BDP) adalah sama, hanya saja yang membedakan keduanya yaitu kepemilikannya, bank umum pemerintah dimiliki oleh pemerintah secara nasional sedangkan bank pemerintah daerah (BPD) dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi.

Adapun contoh bank pemerintah daerah yang ada di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar)

b. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta

c. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

e. Bank Campuran

Menurut Dahlan Siamat (2005;57) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, mengemukakan bahwa :

“Kegiatan usaha bank campuran pada prinsipnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank umum swasta nasional, bank umum persero, atau bank pemerintah. Dari sudut kegiatan penghimpunan dana (funding), sumber dana bank campuran terutama berasal dari simpanan berjangka (time deposits) dan giro (demand deposits). Kegiatan memobilisasi dana melalui tabungan (saving deposits) tidak diperkenankan dilakukan oleh bank campuran. Selanjutnya, kegiatan penyaluran dana terutama dilakukan dengan memberikan pembiayaan usaha perdagangan internasional (international financing) dan kredit bagi sektor-sektor industri dan produksi”.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya aktivitas bank campuran tidak berbeda dengan jenis bank-bank lainnya. Kegiatan operasional bank campuran meliputi kegiatan yang terjadi di bank-bank lain yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha perdagangan internasional dan kredit. Perbedaannya terletak pada kegiatan menghinpun dana, bank campuran tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Contoh bank campuran diantaranya adalah sebagai berikut :

a. PT. ANZ Bank

b. PT. Bank Commonwealth

c. PT. Bank Finconesia

d. PT. ING Indonesia Bank
2.2 Tinjauan Kredit
2.2.1 Pengertian Kredit


Kegiatan penyaluran dana oleh bank dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit yang dapat menghasilkan keuntungan berupa bunga kredit. 


menurut Taswan (2005;195) dalam bukunya “Akutansi Perbankan : Transaksi dalam Valuta Rupiah” menjelaskan tentang kredit


“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga sebagai imbalan atas pembagian hasil keuntungan.
Sedangkan menurut Indra Bastian Suhardjono(2006;318) dalam bukunya “Akuntansi Perbankan”, adalah sebagai berikut :

“Credit (kredit) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan”.
        Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dengan adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit (peminjam). Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah konsekuensi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.
2.2.2 Jenis-jenis kredit


Dalam melaksanakan kegiatan perkreditannya bank memberikan berbagai macam jenis fasilitas kredit sesuai dengan program dan kebijakan masing-masing bank. Jenis kredit yang diberikan oleh bank dikelompokan menurut aspek-aspek tertentu, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain 
1) Dilihat Dari Segi Kegunaan :

a. Kredit Investasi


Menurut Taswan (2005;197) dalam bukunya “Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah”, menjelaskan kredit investasi sebagai berikut :


 “Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya”.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada sebuah perusahaan atau badan usaha untuk berinvestasi dengan membeli barang-barang modal.

b. Kredit Modal Kerja


Menurut Dahlan Siamat (2005;350)dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kredit modal kerja sebagai berikut :

“Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan, dan sebagainya”.


Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kredit modal kerja merupakan kredit yang disalurkan oleh bank untuk kepentingan pihak debitur dengan maksud untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit :

a. Kredit Produktif

Menurut Kasmir (2002;99) dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, mendefinisikan kredit produktif sebagai berikut :

“Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa”.


Sesuai dengan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa kredit produktif merupakan kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi.
b. Kredit Konsumtif 


Menurut Dahlan siamat (2005;350)dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kredit konsumtif sebagai berikut :

“Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba, akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya”.


Menurut pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan kredit ini merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, tidak dalam rangka kegiatan produksi

c. Kredit Komersil


Menurut Dahlan siamat (2005;350)dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kredit komersil sebagai berikut :

“Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain : kredit levansir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor, dan sebagainya”.


Sesuai dengan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kredit komersil merupakan kredit yang digunakan untuk memperlancar kegiatan perdagangan.
3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu :

      Menurut Taswan (2005;196)dalam bukunya “Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah”, menjelaskan pengertian jenis kredit jika dilihat dari segi jangka waktu yaitu sebagai berikut :

a. Kredit  Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
      b. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
  c. Kredit Jangka Panjang


Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan”.


Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat dikemukakan kembali bahwa kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan melihat kemampuan nasabah dalam melunasi tagihan atau kreditnya.

4) Dilihat Dari Segi Jaminan :


Menurut Kasmir (2002;101)dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, mengemukakan jenis kredit jika dilihat dari segi jaminan yaitu sebagai berikut :
a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jamina, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jenis kredit dilihat dari segi jaminan terdiri dari dua jenis yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan
5) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha :

Menurut Kasmir (2002;101,102 dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, menguraikan jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha yaitu sebagai berikut :

a. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan   atau   pertanian rakyat.

b. Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan  ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau  besar.

d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.


Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak debitur dalam rangka menjalankan usaha sesuai bidangnya, seperti bidang pertanian, peternakan, industri, dan pertambangan.


2.3 Tinjauan Bunga Kredit
2.3.1 Pengertian Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2002;121) dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, mengemukakan tentang bunga kredit sebagai berikut :



“Bunga Kredit adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang   harus dibayar oleh setiap nasabah peminjam kepada bank”
Sedangkan menurut Taswan (2005;123)dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah”, mengemukakan tentang bunga kredit sebagai berikut :

“Bunga Kredit adalah harga yang harus dibayar oleh setiap nasabah peminjam kepada bank”
        Maka dapat disimpulkan bahwa bunga kredit adalah sesuatu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank
. 
2.3.2 Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit


Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya, pembebanan disini maksunya metode perhitungan  yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Di mana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman dan bunga.

Menurut Kasmir (2002;127) dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, mengemukakan tentang metode pembebanan bunga sebagai berikut :
1. Sliding rate  

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumalh bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Dengan rumus :
Bunga = % bunga 1 tahun x (sisa pinjaman) / 12 bulan
2. Flat rate

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga  dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Denag rumus :

     Bunga = Bunga x Nominal Pinjaman / 12 bulan x 1
3. Floating rate
Jenis pembebanan ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut.
2.3.3 Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga kredit

        Tingkat bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah berbeda antara jenis kredit satu dengan kredit lainya, dan atau antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan
        Menurut Dahlan siamat (2005;316) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan”, mengemukakan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tingkat bunga kredit sebagai berikut :
1. jangka waktu


Jangka waktu jatuh tempo kredit yang lebih panjang cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi pula, yaitu ketidak-pastian terhadap pelunasan kredit yang terdiri dari pembayaran bunga dan pokok. Oleh karena jangka waktu jatuh tempo ini merupakan refleksi terhadap tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi pula ketiak-pastian pembayaran dan semakin besar terjadinya risiko pada umumnya, semakin panjang jangka waktu kredit, akan semakin tinngi pula tingkat bunga kredit yang dibebankan bank kepada nasabah.
2. Jaminan kredit

Jaminan merupakan alat pengamanan terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimany sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian fungsi jaminan ini adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan pembayaran dengan barang jaminan tersebut.
3. Reputasi perusahaan

Penentuan tingkat bunga dipengaruhi pula oleh kondisi perusahaan, semakin tinggi ratingnya semakin rendah tingkat risikonya, semakin rendah pula tingkat bunga yang dikenakan oleh bank. Demikian pula sebaliknya, perusahaan dengan reputasi credit rating yang rendah akan lebih tnggi tingkat suku bunga kredit yang dibebankan bank karena dianggap memiliki risiko yang tinggi.
4. Hubungan baik
Bank yang telah memiliki hubungan dengan nasabah, di mana selama hubungan tersebut nasabah yang bersangkutan cukup baik dan memberikan keuntungan bagi bank, umumnya bank akan menggolongkannya sebagai prime customers dan oleh karena itu akan dikenakan tingkat bunga relatif lebih rendah dibandingkan dengan nasabah biasa.
5. Jaminan pihak ketiga

Adanya jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga, baik oleh bank lain atau perusahaan lain akan mengurangi risiko kredit, jaminan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah yang bersangkutan, yang akan mempengaruhi keputusan penentuan tingkat bunga kredit.
2.4 Tinjauan Pendapatan Operasional
2.4.1 Pengertian Pendapatan Opersional

      Fasilitas kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa pendapatan bunga kredit serta provisi dan komisi kredit. Komponen yang merupakan pendapatan dari kredit tersebut, memberikan kontribusi terhadap jumlah pendapatan operasional bank.
        Menurut Lukman Dendawijaya (2005;111) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen perbankan”, menjelaskan pengertian pendapatan operasional sebagai berikut :

“Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima”.
        Menurut Taswan (2005;31) dalam bukunya “Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah”, menjelaskan pengertian pendapatan operasional sebagai berikut :

“Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank”.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa pendapatan operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan bank secara langsung termasuk kegiatan perkreditan, dimana kegiatan ini mampu menghasilkan pendapatan bunga kredit serta provisi dan komisi kredit.

Menurut Taswan (2005;32)dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah”, menerangkan sebagai berikut :

“Pendapatan bunga adalah semua pendapatan dari hasil bunga,provisi dan komisi kredit baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman yang dilakukan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya”.

“Provisi dan komisi kredit adalah semua pendapatan provisi dan komisi yang dipungut/diterima dari kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan”.
2.4.2 Komponen Dalam Pendapatan Operasional
      Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Menurut Lukman Dendawijaya (2005;111)dalam bukunya yang berjudul “Manajemen perbankan”, menjelaskan tentang komponen dalam pendapatan operasional sebagai berikut :
1. Hasil bunga

Yang dimasukan ke pos ini adalah pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dam surat pengakuan utang lainnya
2. Provisi dan komisi

Yang dimasukan ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seoerti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek, dan lain-lain.

3. Pendapatan valuta asing lainnya


Yang dimasukan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valita asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri.

4. pendapatan lainnya

Yang dimasukan ke pos ini adalah pendapatan lain : yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki.
2.5 Hubungan Antara Bunga Kredit  Dengan Pendapatan Operasional

Sesuai dengan teori-teori yang menerangkan bahwa kegiatan perkreditan merupakan kegiatan operasional bank yang menghasilkan pendapatan dari bunga kredit serta provisi dan komisi kredit, yang dinilai mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perolehan pendapatan operasional bank. Dengan kata lain kredit yang disalurkan dianggap mampu mempengaruhi perolehan pendapatan operasional bank.

Hal ini lebih ditegaskan lagi dengan adanya teori yang menyatakan hubungan antara kredit dengan pendapatan operasional yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Kasmir (2002;98) dengan judul “Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”, sebagai berikut :

“semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan”.

        Berdasarkan teori di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa kredit yang disalurkan memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan tingkat pendapatan operasional bank. Teori tersebut menyatakan hubungan yang searah, artinya jika kredit yang disalurkan semakin banyak maka kemungkinan besar perolehan pendapatan operasional akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya jika kredit yang disalurkan sedikit atau dalam jumlah kecil, maka perolehan pendapatan operasional bank akan kecil pula. 
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